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BUPATI GUNUNG MAS

PER.ATUR^AN BUPATI GUNUNG IIIAS

NOi'toR 17 TAHUN 20{2

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD}

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP} UNIT XVI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHIUAT TUHAN YANG TTIAHA ESA

Menimbang '. a.

BUPATI GUNUNG II'IAS,

bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan Pasal 32 ayat (1) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 8 ayat
(1), (2) dan (3);

bahwa dalam rangka tertib administrasi, standarisasi dan tata kerja
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi perlu di bentuk organisasi
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang
Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888)
Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4412\; tl
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c.
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20a2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

5, fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 14Q, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 15aT);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4452):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4453),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahaq
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4453); 

il

2



l5.PeraturanPemerintahNomorTgTahun2005tentangPedoman
Pembinaano.n-p"ng"WasanPenyelenggaraanPemerintahDaerah
(Lembaran N"grr; 

-n"prnrk 
lndonesia-Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan uern'oaran Negara Republik lndonesia Nomor a593);

l6.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2OOTtentangTataHutan
danPenyu.,n"nRencanaPengelolaanHutansertaPemanfaatan
Hutan (LemOaran treiara Repuntk lndonesia Tahun 2007 Nomor

22,Tambanrn r_u*o"irn Negara Republik lndonesia Nomor 4696);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi

perangkat o""i"n ilembaran Negara .Republik 
lndonesia Tahun

2007 Nomo1 egli;rbahan Lembiran Negara Republik lndonesia

Nomor a7a1);

lg.PeraturanPemerintahNomor26Tahun2008tentangRencanaTata
RuangWilayahNasional(RTRWN)(Lembaran.NegaraRepublik
lndonEsia Tlnun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6iMenhut-ll/2009 tentang

Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 14);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 655);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Gunung Mas;

24. Peraluran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 95 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2010
Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKS| (KPHP) UNIT XVr D|NAS
KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG tt,IAS

BAB I
KETENTUAN UII'IUiT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelengara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Penarakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia;



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Gunung Mas;

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana
tugas teknis pada Dinas Daerah;

10. Kepala KPHP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung
Mas;

11. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang
satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan;

12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh
Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

13. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan
hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi
hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam;

14. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, rnemanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta
memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian nya ;

15. Penggunaan Kawasan Hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan
hutan;

16. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari;

17. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL,
adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri
atas kawasan hutan lindung yang dikelola Pemerintah Daerah.

18. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP,
adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri
atas kawasan hutan produksiyang dikelola Pemerintah Daerah.

19. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolan hutan, mencakup kegiatan
pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang
terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat secara lestari;

20. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan kembali lahan dan
vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan
peruntukannya;

21. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-
hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,
investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan; 
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BAB II
PEiIBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

{1) Dalam peraturan Bupati ini dibentuk UPTD KPHP pada Dinas Kehutanan Kabupaten
Gunung Mas dengan nama UPTD KPHP Unit XVt Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung
Mas dengan wilayah seluas t 294.735 (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratui
tiga puluh lima) Hektar yang berada di kawasan hutan produksi, sesuai dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.ZMENHUT-1112012 tentang Penetapan
Wlayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Pembentukan UPTD KPHP Unit )Oll Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kiteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas sebagimana dimaksud
dalam pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Kehutanan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

{1) UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan hutan produksi dalam wilayah sebagaimana dimakiud
dalam Pasal 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPTD KPHP Unit XVt
Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan hutan diwilayah yang meliputi tata hutan dan penyusunan
ren@na pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi hutan dan reklamasi, penanggulangan kebakaran hutan dan konservasi
alam.

b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, kebijakan daerah di bidang kehutanan
untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c. pelaksanaan pemantauan dan pnilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelotaan
hutan di wilayahnya; dan

d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan
hutan diwilayahnya.



BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, terdiri
dari:
a. Kepala KPHP;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan
Kabupaten Gunung Mas dapat dibentuk resort yang jumlahnya dan wilayah kerjanya
terbagi dalam blok dan petak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah dan wilayah kerja resort sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan.

(3) Resort berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD KPHP Unit XVI
Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 7

tsagan struktur organisasi UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas
sebagimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Paeal 8

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan UPTD KPHP Unit XVI
Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2\ Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus
cnemenuhi standar kompetensi bidang teknis kehr-rtanan sesuai dengan peraturan
perundang-undargan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 9

{1) Kepala KPHP adalah jabatan struktural eselon lV.a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten
Gunung Mas adalah iabatan struktural eselon lV.b.
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BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 10

Kepala UPTD KPHP Unit )O/l Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dalam
melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar
unit di dalam UPTD KPHP Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, dengan Dinas
Kehutanan maupun organisasi perangkat Daerah dan lnstansi lain yang terkait di Daerah.

Pasal l{
Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas melaksanakan
sistem pengendalian intemal di lingkungannya.

Pasal 12

Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas bertanggung jawab
mempimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahaa

Pasal 13

Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dalam
melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal'14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan ketatausahaan UPTD KPHP Unit XVI
Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari perencanaan, kesekretariatan,
kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan penyusunan dan evaluasi program dan
kineria.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutana4
Kabupaten Gunung Mas. 
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BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas UPTD KPHP Unit XVI Dinas
Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

(2) Menteri Kefnrtanan m#td<an gnbinaan teknis at* UPTD KPHP Unit XVI Dinas
Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

(3) Bupati melakukan pembinaan umum melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Gunung Mas atas UPTD KPHP Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEiIBIAYAAN

Pasal 17 :

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD KPHP Unit XVt Dinas Kehutanan Kabupaten
Gunung Mas dihebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber lain
yang sah dan tidak mengikat sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal {8

Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

i
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Pasal {9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mis.

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26Nopember 2012

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR: ZiO

:;1.,* ii:iAii,*\

2012

MASi'{irt[]l$ I [l*SJri"t

;!,:i,,1;i i#***rii;
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Lampiran : Peraturan BupatiGunung Mas
Nomor : lT Tahun 2012
Tanggat : 8$ Nopember 2012
Tentang : Bagan struktur organisasi UPTD KPHP uNlT xvl Dinas

Kehutanan Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Gunung Mas Tipe B

:P:fi[LffiiIiffg
MAS

BIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tangg al 0,,L Nopember 2012

SEKRETARIS
PATEN GUNUNG

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOM OR : &{O

KEPALA
UPTD KPHP

KEPALA SUB BAGIAN TATA
USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

PAffiA$r [{*#R.gfd,&

I-EMBARAN
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